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ABSTRAK 

MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) BAGI 

WAJIB PAJAK PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) 

PENGELOLAAN PENDAPATAN TAPUNG 

 

Oleh: 

FERDINA WIHARYANI 

NIM. 02070626749 

 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

Pengelolaan Pendapatan Tapung pada bulan Februari 2023 sampai bulan April 

2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme 

pembayaran pajak air permukaan (PAP) bagi wajib pajak pada Unit Pelaksaana 

Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Tapung. Dalam melakukan penelitian ini, 

data yang didapat yaitu berupa data primer dan data sekunder. Sedangkan metode 

pengambilan data yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa mekanisme pemungutan pajak air permukaan dilakukan oleh UPT 

Pengelolaan Pendapatan Tapung yaitu melalui tahapan pendaftaran dengan 

mengisi formulir dan pendataan, penetapan besarnya pajak air permukaan yang 

digunakan, dan melakukan pemungutan pajak air permukaan. Adapun kendala 

yang terjadi yaitu rendahnya kesadaran dari wajib pajak dalam melaporkan 

pemakaian air dikarenakan kurang tegasnya penerapan peraturan perundang-

undangan tentang pemungutan pembayaran pajak air permukaan serta belum 

adanya tenaga kerja yang melakukan pengontrolan rutin untuk setiap 

keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak. 

 

Kata kunci : Mekanisme, Pajak Air Permukaan  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendapatan suatu negara sangat berpengaruh terhadap kelangsungan 

hidup bernegara. Penerimaan negara memang tidak hanya didapat dari sektor 

pajak saja, tetapi bagi negara, pajak merupakan sumber pendapatan negara 

terbesar dibandingkan dengan penerimaan dari sektor lain.  

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan 

Keempat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi Pajak adalah 

kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah pungutan wajib yang 

dikenakan kepada setiap wajib pajak berdasarkan Undang-Undang yang 

bersifat memaksa yang digunakan untuk seluruh pengeluaran negara 

termasuk pengeluaran pembangunan dengan tidak mendapatkan jasa timbal 

balik yang dapat dirasakan secara langsung. 

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam bukunya 

Mardiasmo (2019 : 3) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara 

berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat 

jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan 

digunakan untuk membayar pengeluaran umum.  
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Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang 

memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan dan 

melaksanakan Pembangunan Nasional dengan tujuan meningkatkan 

kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Peranan pajak dalam kehidupan 

bernegara sangatlah penting, terutama dalam pelaksanaan pembangunan yang 

digunakan untuk membiayai segala pengeluaran, termasuk untuk pengeluaran 

pembangunan, pembangunan sarana umum seperti fasilitas dan infrastruktur 

mulai dari pembangunan jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit atau 

puskesmas, dan lainnya, yang pemungutannya merupakan wujud dari 

partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pajak rutin negara. 

Uang pajak juga digunakan untuk membiayai dalam rangka agar 

terciptanya rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Sejak lahir hingga 

meninggal dunia, setiap warga negara dapat menikmati fasilitas dan 

pelayanan negara yang semuanya dibiayai dari uang pembayaran pajak. 

Dengan demikian jelas bahwa peranan pajak bagi suatu negara sangat penting 

dalam menunjang roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.  

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas 

pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan 

yang dapat diandalkan. Dalam meningkatkan keuangan daerah yang berasal 

dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah telah menetapkan 

berbagai kebijakan Perpajakan Daerah salah satunya dengan menetapkan 

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah.  
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Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada 

orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat 

dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan 

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan 

daerah (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah).  

Salah satu penerimaan pajak daerah adalah pajak air permukaan 

(PAP). Pajak Air Permukaan semula bernama Pajak Pengambilan dan 

Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PPPABTAP) 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Hanya saja berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, PPPABTAP dipecah menjadi dua 

jenis pajak, yaitu Pajak Air Permukaan dan Pajak Air Bawah Tanah, di mana 

Pajak Air Permukaan dimasukkan sebagai pajak provinsi sedangkan Pajak 

Air Bawah Tanah ditetapkan menjadi pajak kabupaten/kota.  

Pengenaan Pajak Air Permukaan tidak mutlak ada pada seluruh daerah 

provinsi yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang 

diberikan kepada pemerintah provinsi untuk mengenakan atau tidak 

mengenakan suatu jenis pajak provinsi. Karena itu untuk dapat dipungut pada 

suatu daerah provinsi, maka pemerintah daerah harus terlebih dahulu 

menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pajak Air Permukaan yang akan 

menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan 

dan pemungutan Pajak Air Permukaan di daerah provinsi yang bersangkutan. 
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Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Air Permukaan adalah pajak atas 

pengambilan dan/atau pemanfaatan air  permukaan yang berasal dari semua 

air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang 

berada di laut maupun di darat. 

Air Permukaan adalah semua air yang terdapat di permukaan, tidak 

termasuk air laut, baik yang berada dilaut maupun didarat. Pajak Air 

Permukaan adalah pajak atas pengambilan air dan/atau pemanfaatan air 

permukaan. Objek PAP adalah pengambilan air dan/atau pemanfaatan air 

permukaan. Dikecualikan dari objek PAP adalah pengambilan air dan/atau 

pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan 

pertanian dan perikanan rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian 

lingkungan dan peraturan perundang-undangan. Subjek pajak air permukaan 

adalah orang pribadi  ataubadan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau 

pemanfaatan Air Permukaan (Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 

2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Air Permukaan (PAP)).  

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Tapung atau 

yang lebih dikenal dengan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap 

(SAMSAT) merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memberikan 

pelayanan kepada masyarakat dalam proses pengurusan pembayaran Pajak 

Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan, yang berada di tiga 

Kecamatan yaitu, Kecamatan Tapung, Kecamatan Tapung Hulu, dan 

Kecamatan Tapung Hilir. Berikut jumlah target dan realisasi pajak air 
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permukaan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Tapung 

tahun 2020 sampai dengan 2022. 

Tabel 1. 1 Target Dan Realisasi Pajak Air Permukaan Di UPT Pengelolaan 

Pendapatan Tapung Tahun 2020 Sampai Tahun 2022 

No. Tahun Pajak Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase 

1. 2020 490.360.680,40 473.120.735,00 96,48% 

2. 2021 628.461.732,97 477.231.483,00 75,94% 

3. 2022 492.586.575,00 540.554.672,00 109,74% 

Sumber : UPT Pengelolaan Pendapatan Tapung 2023 

Berdasarkan Tabel 1.1 diperoleh informasi bahwa jumlah target dan 

realisasi pajak air permukaan di UPT Pengelolaan Pendapatan Tapung dari 

tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan pada tahun 2020 target 

yang ditetapkan adalah Rp. 490.360.680,40 dengan realisasi penerimaannya 

sebesar Rp. 473.120.735,00 yang belum mencapai dari jumlah target yang 

ditetapkan atau dapat ditunjukkan dengan persentase 96,48%, pada tahun 

2021 target yang ditetapkan adalah Rp. 628.461.732,97 dengan realisasi 

penerimaan sebesar Rp. 477.231.483,00 menurun dari jumlah target yang 

ditetapkan atau dapat ditunjukkan dengan persentase 75,94%, sedangkan pada 

tahun 2022 mengalami penurunan target yang ditetapkan sebesar Rp. 

492.586.575,00 dengan peningkatan realisasi penerimaan yang melebihi 

target sebesar Rp. 540.554.672,00 atau dapat ditunjukkan dengan persentase 

109,74%. Maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pada pajak air permukaan 

terjadi peningkatan dari tahun 2020 sampai tahun 2022. 
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Tabel 1. 2 Daftar Perusahaan Atau Wajib Pajak Yang Membayar Pajak Di 

UPT Pengelolaan Pendapatan Tapung tahun 2022 

No. Nama Perusahaan / Wajib Pajak Alamat 

Perusahaan 

Jenis 

Olahan 

1.  PT. Perkebunan Nusantara V PKS 

Sei Galuh 

Desa Pantai 

Cermin Tapung  

PKS 

2. PT. Perkebunan Nusantara V PKS 

Tandun 

Desa Kasikan 

Tapung Hilir 

PKS 

3. PT. Perkebunan Nusantara V PKO 

Tandun 

Desa Talang Danto 

Tapung Hulu 

Minyak 

4. PT. Perkebunan Nusantara V PKR 

Sei Lindai (Pabrik Karet) 

Desa Senama 

Nenek Tapung 

Hulu 

PKK 

5. PT. Perkebunan Nusantara V PKS 

Terantam 

Desa Kasikan 

Tapung Hilir 

PKS 

6. PT. Perkebunan Nusantara V PKS 

Sei Garo 

Desa Gading Sari 

Kecamatan tapung 

PKS 

7. PT. Buana Wiralestari Mas (Pabrik 

Naga Sakti) 

Desa Sekijang 

Tapung Hilir 

PKS 

8. PT. Buana Wiralestari Mas (Pabrik 

Kijang) 

Desa Sek Jaya 

Tapung Hilir 

PKS 

9. PT. Buana Wiralestari (Bibitan 

Kijang) 

Desa Sekijang 

Tapung Hilir 

Pembibitan 

10. PT. Ramajaya Pramukti (Pabrik 

Rama-rama) 

Desa Sibuak 

Tapung 

PKS 

11. PT. Ramajaya Pramukti (Bibitan 

Kebun Rama-rama) 

Desa Sibuak 

Tapung 

Kebun 

12. PT. Sekar Bumi Alam Lestari Desa Kota Garo 

Tapung Hilir 

PKS 

13. PT. Sewangi Sawit Sejahtera  Desa Petapahan 

Tapung 

PKS 

14. PT. Bina Fitri Jaya Mill  Desa Kota Garo 

Tapung Hilir 

PKS 

15. PT. Peputra Mastermindo   Desa Petapahan 

Tapung 

PKS 

16. PT. Kencana Agro Persada  Desa Bencah 

Kelubi Kecamatan 

Tapung 

PKS 

17. PT. Dami Mas Sejahtera  Desa Sei Kijang 

Tapung Hilir 

Kecambah 

18. PT. Bumi Mentari Karya  Desa Kota Batak 

Tapung Hilir 

PKS 

19. PT. Anderson Unedo  Desa Petapahan 

Tapung 

PKS 

20. PT. Kampar Alam Mas Inti Desa Pantai PKS 
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Cermin Tapung 

21. PT. Kharisma Wirajaya Palma  Desa Danau 

Lancang Tapung 

Hulu  

PKS 

Sumber : UPT Pengelolaan Pendapatan Tapung 2023 

Berdasarkan Tabel 1.2, UPT. Pengelolaan Pendapatan Tapung 

memiliki 21 perusahaan yang menjadi wajib pajak air permukaan yaitu PTPN 

V Sei galuh dengan jenis olahan PKS (Pabrik Kelapa Sawit), PTPN V 

Tandun dengan jenis olahan PKS, PTPN V PKO Tandun dengan jenis olahan 

minyak, PTPN V PKR Sei lindai dengan jenis olahan PKK (Pabrik Karet), 

PTPN V Terantam dengan jenis olahan PKS, PTPN V Sei garo dengan jenis 

olahan PKS, PT. Buana Wiralestari Mas dengan jenis olahan PKS, PT. Buana 

Wiralestari Mas dengan jenis olahan PKS, PT. Buana Wiralestari dengan 

jenis olahan pembibitan, PT. Ramajaya Pramukti dengan jenis olahan PKS,  

PT. Ramajaya Pramukti dengan jenis olahan kebun, PT. Sekar Bumi Alam 

Lestari dengan jenis olahan PKS, PT. Sewangi Sawit Sejahtera dengan jenis 

olahan PKS, PT. Bina Fitri Jaya Mill dengan jenis olahan PKS, PT. Peputra 

Masterindo dengan jenis olahan PKS, PT. Kencana Agro Persada dengan 

jenid olahan PKS, PT. Dami Mas Sejahtera dengan jenis olahan kecambah, 

PT. Bumi Mentari Karya dengan jenis olahan PKS, PT. Anderson Unedo 

dengan jenis olahan PKS, dan PT. Kampar Alam Mas Inti dengan jenis 

olahan PKS, PT. Kharisma Wirajaya Palma dengan jenis olahan PKS.  

Dalam mewujudkan Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah perlu 

menghimpun sumber dana untuk membiayai kegiatan dan pembangunan di 

daerah salah satunya melalui pajak daerah, pajak daerah dipungut nanti 
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dikumpulkan kemudian dialokasikan dan didistribusikan untuk 

pengembangan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Untuk pelaksanaan 

pemungutan pajak dan retribusi daerah, permasalahan masih ditemukan pada 

kesadaran wajib pajak yang masih rendah, sehingga membutuhkan partisipasi 

dan upaya pemungut pajak. 

Dalam pelaksanaan pemungutannya, wajib pajak yang terdaftar 

melaporkan pajak air permukaan di UPT Pengelolaan Pendapatan Tapung, 

masih melakukan penundaan pembayaran atas pengenaan kewajiban 

perpajakan nya tersebut yang disebabkan kurangnya informasi yang diperoleh 

wajib pajak, dan juga tidak adanya tanggal jatuh tempo dalam pelaporan atas 

pemakaian dan atau pemanfaatan air permukaan yang digunakan setiap 

bulannya di dalam undang-undang pelaksanaan pemungutan pajak air 

permukaan, sehingga membuat wajib pajak air permukaan menunda untuk 

melaporkan data atas pemakaian dan atau pemanfaatan air permukaan di 

setiap bulannya. Oleh karena itu masih kurangnya pemahaman yang diterima 

wajib pajak tentang mekanisme pembayaran pajak air permukaan. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin mengetahui bagaimana 

mekanisme pembayaran pajak air permukaan di UPT Pengelolaan Pendapatan 

Tapung. Maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan 

mengangkat menjadi karya tulis sebagai kajian tugas dari tugas akhir penulis 

dengan judul : “Mekanisme Pembayaran Pajak Air Permukaan (PAP) 

Bagi Wajib Pajak Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan 

Pendapatan Tapung”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah : 

1) Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Pajak Air Permukaan 

Bagi Wajib Pajak Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan 

Pendapatan Tapung ? 

2) Apa saja kendala dan upaya dalam Pelaksanaan Pembayaran Pajak Air 

Permukaan Bagi Wajib Pajak Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

Pengelolaan Pendapatan Tapung ? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah 

dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah : 

1) Untuk mengetahui Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Pajak Air 

Permukaan Bagi Wajib Pajak Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

Pengelolaan Pendapatan Tapung. 

2) Untuk mengetahui kendala dan upaya dalam Pelaksanaan Pembayaran 

Pajak Air Permukaan Bagi Wajib Pajak pada Unit Pelaksana Teknis 

(UPT) Pengelolaan Pendapatan Tapung. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memperoleh manfaat : 

1) Manfaat bagi penulis :  
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Bagi penulis, penelitian ini dilakukan untuk membantu penulis dalam 

menyelesaikan tugas akhir agar dapat memperoleh gelar ahli madya 

fakultas ekonomi dan ilmu sosial dan tulisan ini bermanfaat untuk 

menambahkan wawasan dan ilmu pengetahuan tentang mekanisme 

pembayaran pajak air permukaan sebagai sumber Pendapatan Asli 

Daerah Provinsi Riau. 

2) Manfaat bagi pembaca : 

Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

dan referensi bagi wajib pajak untuk mengetahui tentang mekanisme 

pelaksanaan pembayaran pajak air permukaan. 

3) Manfaat bagi instansi : 

Bagi kantor UPT. Pengelolaan Pendapatan Tapung, penelitian ini 

diharapkan bisa menjadi bahan masukan dan referensi terhadap upaya-

upaya yang seharusnya dilakukan oleh UPT. Pengelolaan Pendapatan 

Tapung untuk dapat meningkatkan kesadaran bagi wajib pajak untuk 

dapat membayar pajak tepat waktu.  

1.4 Metode Penelitian 

1.4.1 Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian ini di lakukan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

Pengelolaan Pendapatan Tapung yang berlokasi di Jalan Raya 

Bangkinang-Petapahan Km. 26 Desa Petapahan Kecamatan Tapung, 

Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.  
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1.4.2 Waktu Penelitian  

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Februari tahun 2023 sampai 

dengan bulan April 2023. 

1.4.3 Jenis Data 

a. Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber  

informasi melalui wawancara. Dalam hal ini penulis akan  

mewawancarai langsung kepada pegawai UPT Pengelolaan 

Pendapatan Tapung. 

b. Data Sekunder  

Data Sekunder yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak  

langsung melalui perantara (diperoleh dan di catat oleh pihak lain). 

Data sekunder pada penelitian ini adalah berupa sejarah singkat 

perusahaan, struktur organisasi, dan catatan lain yang diperlukan. 

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi adalah pemungutan secara langsung di UPT Pengelolaan 

Pendapatan Tapung yang berhubungan langsung kepada permasalahan 

penelitian penulis. 

b. Wawancara  

Tanya jawab kepada narasumber di UPT Pengelolaan Pendapatan 

Tapung yang berhubungan langsung dengan permasalahan dalam 

penelitian ini, dalam hal ini penulis akan bertanya langsung kepada 



12 

 

 

beberapa pegawai yang dapat memberikan informasi tentang 

penelitian ini. 

c. Dokumentasi  

Pengambilan data melalui dokumen dilakukan dari lembaga/instansi 

yang digunakan untuk mendukung kelengkapan data pada penelitian 

ini.  

1.4.5 Analisis Data  

Analisis data tersusun secara sistematik, langkah selanjutnya yaitu 

mengadakan analisis. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan  

kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah sebuah data yang dinyatakan tidak 

dalam bentuk angka, data ini dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan 

gambar.  

1.5 Sistematika Penelitian   

Dalam penulisan tugas akhir ini, terbagi menjadi 4 (empat) bab. 

Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II  GAMBARAN UMUM UNIT PELAKSANA 

TEKNIS (UPT) PENGELOLAAN 

PENDAPATAN TAPUNG 
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Bab ini penulis menguraikan gambaran umum 

mengenai instansi penelitian terkait dengan sejarah 

singkat instansi, visi dan misi, struktur organisasi, 

dan tugas pokok instansi. 

BAB III   TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

Bab ini berisikan tinjauan teori dan praktek seperti 

pengertian pajak, fungsi pajak, pengertian pajak 

daerah, dan pajak air permukaan.  

BAB IV   PENUTUP 

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran 

penulis sehubungan dengan uraian-uraian pada bab-

bab sebelummnya. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN 

2.1 Sejarah UPT Pengelolaan Pendapatan Tapung 

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau yang lebih dikenal 

dengan SAMSAT merupakan serangkaian Kegiatan dalam penyelenggaraan 

Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak 

Kendaraan bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor 

Bersama Samsat. Tujuan utama didirikannya Samsat adalah memberikan 

pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, dan SWDKLLAJ 

secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan cepat, transparan, akuntabel, dan 

secara informatif. 

Pada tahun tahun sebelumnya, proses perpanjangan STNK sangat 

berbelit dan memakan waktu cukup lama dikarenakan harus mendatangi tiga 

kantor, yaitu Kantor Pajak, Kantor Asuransi Jasa Raharja, dan Kantor Polisi.  

Pada tahun 1974 s/d 1976 dilakukan uji coba pembentukan Samsat di 

Polda Metro Jaya agar memberi kemudahan pelayanan kepada masyarakat. 

Dan pada tahun 1976 s/d 1988 samsat mulai diberlakukan di seluruh 

Indonesia dengan mengacu pada INBERS 3 Menteri, Menhankam (Menteri 

Pertahanan dan Keamanan), Menkeu (Menteri Keuangan), dan Mendagri 

(Menteri Dalam Negeri)  No. Pol. KEP/13/XII/1976, seiring berjalannya 

waktu semakin banyak terjadi perubahan-perubahan INBERS hingga saat ini.  
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Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan 

kemandirian daerah perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah maka 

dibukalah kantor pendapatan unit Tapung Badan Pendapatan Provinsi Riau 

(SAMSAT Tapung) berdiri pada tanggal 02 Januari 2013 dan mulai 

beroperasi pada tanggal 03 Juni 2013 yang beralamat di Jalan Raya 

Bangkinang-Petapahan KM 26 Desa Petapahan Kecamatan Tapung, 

Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.  

Adapun beberapa bulan persiapan untuk mulainya beroperasi maka 

ditetapkanlah kantor Unit Pendapatan Satuan Manunggal Satu Atap 

(SAMSAT) Tapung yang berlokasi di Petapahan yang mana lokasi kantor 

tersebut dianggap strategis untuk pelayanan kepada masyarakat di tiga 

Kecamatan yaitu Kecamatan Tapung, Kecamatan Tapung Hulu, dan 

Kecamatan Tapung Hilir.  

Satuan Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Unit Pendapatan Tapung 

memiliki tiga intansi antara lain Badan Pendapatan Daerah yang saat itu 

masih bernama Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Provinsi Riau, 

Satuan Lalu Lintas Polda Riau, dan Asuransi Jasa Raharja. Berdirinya Unit 

Pelayanan Samsat Tapung, masyarakat merasa terbantu dan tidak perlu jauh - 

jauh ke Unit Pendapatan Teknis Kampar yang terletak di Bangkinang Kota 

yang mana memiliki jarak tempuh antara 30 - 70 km dari lokasi tempat 

tinggal wajib pajak.  

Beroperasi selama 5 tahun, Samsat Tapung diubah menjadi UPT 

Pengelolaan Pendapatan Tapung pada tanggal 15 Januari 2018. Didirikannya 
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UPT Pengelolaan Pendapatan Tapung sangat membantu semua masyarakat 

dalam melakukan proses proses perpanjangan STNK maupun BBNKB. 

Bukan hanya masyarakat Tapung karena letak Samsat yang sangat strategis 

berada dijalan Lintas Desa Petapahan yang notabennya sebagai Pusat 

Kecamatan Tapung, juga memudahkan bagi masyarakat Tapung Hulu dan 

Tapung Hilir.  

Hingga sekarang, jumlah wajib pajak dalam sehari berkisar 100 s/d 

200 wajib pajak yang mengurus kewajiban pajak kendaraan di UPT 

Pengelolaan Pendapatan Tapung. Sementara itu, bukan hanya mengurus 

Pajak Kendaraan Bermotor, di UPT Pengelolaan Pendapatan Tapung juga 

bisa melayani dalam melakukan pengurusan Pajak Air Permukaan dan Pajak 

Alat Berat, tetapi untuk sementara sedang tidak melayani pengurusan Pajak 

Alat Berat. 

2.2 Visi dan Misi UPT Pengelolaan Pendapatan Tapung 

2.2.1 Visi  

Visi UPT Pengelolaan Pendapatan Tapung sesuai dengan visi pusat 

yaitu “Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui 

Optimalisasi Pemungutan Serta Pengelolaan Yang Efektif, Efisien, 

Transparan dan Akuntabel Dengan Pelayanan Prima”. 

2.2.2 Misi  

a. Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.  

b. Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan Pendapatan Daerah. 

c. Melakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. 
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d. Meningkatkan sarana dan prasarana. 

2.3 Struktur Organisasi 

 

Gambar2. 1 Struktur Organisasi 

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Tapung 

 

Kepala Kantor 

Hery Rukmana, S.Si. MIP 

 

Penata TK I (III/d)  

NIP.19770817 200902 1 007 

 

Kepala SUB Bagian Tata Usaha 

Dases Genie, S.Sos 

 

Penata TK I (III/d) 

NIP.19690902 199803 1 005 

 

 

  

Bendahara Pengeluaran 

Budi Dharma, SE. MM 

 

Penata (III/c) 

NIP. 19851024 201001 1 007 

 

Sumber : UPT Pengelolaan Pendapatan Tapung 2023 

2.4 Uraian Tugas  

Adapun tugas pokok pada masing-masing bagian pada (UPT 

Pengelolaan Pendapatan Tapung) Badan Pendapatan Provinsi Riau 

(BAPENDA) adalah sebagai berikut : 

Bendahara Penerimaan 

Ratna Purwiyanti. S.Sos 

 

Penata TK I (III/d) 

NIP.19710215199203 2 002 
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1. Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Tapung       

a. Melaksanakan pemungutan Pajak Daerah (PKB, PAP) di wilayah 

kerja yang telah ditetapkan.  

b. Mengadakan kegiatan pelayanan Samsat dalam pengurusan PKB 

kepada masyarakat.  

c. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait Samsat antara lain 

Kepolisian Daerah dan PT. Jasa Raharja (Persero).  

d. Melaksanakan kegiatan operasional pemungutan Pendapatan Asli 

Daerah. 

e. Melaksanakan pemungutan pajak PKB di Kantor Bersama Samsat. 

f. Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait 

dengan pemungutan Pendapatan Asli Daerah. 

g. Memberikan laporan segala kegiatan-kegiatan setiap bulan selambat-

lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. 

2. Kasubbag TU 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan 

pelaporan, perlengkapan dan aset, serta keuangan. 

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di bidang umum 

dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, perlengkapan dan aset, 

serta keuangan. 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian, 

perencanaan dan pelaporan, perlengkapan dan aset, serta keuangan. 

3. Bendahara Penerimaan 
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a. Mengkoordinasikan dan pengelolaan pelayanan Samsat. 

b. Membuat laporan realisasi penerimaan pajak daerah pada kantor 

Samsat pada setiap hari dan setiap bulannya. 

c. Melaksanakan pelayanan di bidang penerimaan pendapatan daerah 

(PKB, PAP serta PKB dan BBN-KB Alat Berat dan Alat Besar) 

d. Menyetorkan Penerimaan Pajak Daerah ke Kasda melalui Bank Riau 

Kepri 

e. Mencetak Surat Tanda Setoran (STS) Bendaharawan Khusus 

Penerimaan (BKP) 

f. Membuat Buku Kas Umum BKP dan merekap pemakaian SKPD 

g. Melaksanakan tugas tugas yang diberikan oleh atasan. 

4. Bendahara Pengeluaran  

a. Melayani belanja rutin UPT Pengelolaan Pendapatan Tapung 

b. Melaksanakan penyelesaian administrasi gaji pegawai UPT 

Pengelolaan Pendapatan Tapung 

c. Membuat dan bertanggungjawab secara Hukum Laporan 

Pertanggungjawaban Pemakaian dan Pengelolaan Anggaran Rutin 

UPT Pengelolaan Pendapatan Tapung 

d. Mengkoordinasikan penomoran Surat Perintah Perjalanan Dinas 

(SPPD) dengan Kantor UPT Pendapatan Kabupaten Kampar 

e. Menyusun rencana anggaran UPT Pengelolaan Pendapatan Tapung 

f. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan. 
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari yang penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, 

maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan tentang Mekanisme 

Pembayaran Pajak Air Permukaan Bagi Wajib Pajak Pada UPT. Pengelolaan 

Pendapatan Tapung sebagai berikut :  

1. Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa mekanisme pembayaran 

Pajak Air Permukaan Bagi Wajib Pajak Pada Kantor Unit Pelaksana 

Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Tapung dilakukan dengan 

menggunakan sistem pemungutan official assessment system yaitu saat 

terutang pajak, terhitung pada saat SKPD diterbitkan dimana wajib pajak 

memberikan wewenang kepada petugas pemerintah untuk menentukan 

besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Diawali dengan 

melaporkan besarnya pemakaian dan atau pemanfaatan air yang di 

gunakan oleh wajib pajak setiap bulannya kepada petugas, yang 

selanjutnya dilakukan penetapan besarnya pajak terutang yang di lakukan 

oleh pegawai kantor dengan mengeluarkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak 

Daerah) yang harus dilunasi oleh wajib pajak. Wajib pajak dapat 

membayarkan pajak terutang tersebut paling lama 30 hari sejak di 

keluarkannya SKPD, melalui bank atau dapat langsung membayarkannya 

pada loket pembayaran di kantor UPT. Pengelolaan Pendapatan Tapung. 

Kemudian mengirimkan bukti pembayaran tersebut kepada pihak kantor 
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sehingga dapat di keluarkan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) sebagai 

pengecapan lunas bukti bayar yang telah dilakukan oleh wajib pajak atas 

pembayaran pajak air permukaan tersebut.     

2. Kendala-kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak 

air permukaan di Kantor UPT. Pengelolaan Pendapatan Tapung yaitu 

kurangnya pola kesadaran pada wajib pajak untuk membayarkan atas 

pemakaian air permukaan pada waktunya, belum adanya tenaga kerja 

yang melakukan pengontrolan tiap waktu terhadap wajib pajak yang 

tidak melaporkan pemakaian dan atau pemanfaatan air permukaan setiap 

bulan, manajamen perusahaan yang mengharuskan adanya pelaporan  

terlebih dahulu setiap keluar masuknya uang, serta kondisi alam yang 

tidak menentu misalnya berkurangnya jumlah panen yang disebabkan 

oleh beberapa faktor. 

4.2 Saran  

Dari kesimpulan di atas penulis dapat memberikan beberapa saran 

yang tentunya berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pembahasan 

dalam penelitian ini, sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk meneliti lebih lanjut 

bagaimana mekanisme pembayaran pajak air permukaan yang dapat 

lebih memudahkan wajib pajak agar dapat langsung membayar tepat 

waktu. 

2. Kantor UPT. Pengelolaan Pendapatan Tapung sudah berusaha melakukan 

kegiatan yang diharapkan bisa untuk menyadarkan wajib pajak agar 
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membayarnya, akan tetapi sebaiknya memberikan arahan kepada petugas 

untuk melakukan pengontrolan terhadap Wajib Pajak yang menunda 

dalam membayar pajak, dan segera menjalankan kegiatan seperti 

memberi penghargaan bagi wajib pajak yang membayar pajak tepat 

waktu.  
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